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OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc130842850][bookmark: _Toc136799064][bookmark: _Toc136867347][bookmark: _Toc137287992]Objek Penelitian
3.1.1 [bookmark: _Toc130842851][bookmark: _Toc136799065][bookmark: _Toc136867348][bookmark: _Toc137287993]Sejarah Singkat DP3AKB Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, termasuk Kabupaten Majalengka.
Untuk menyelenggarakan kedua urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan PERDA No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, diantaranya membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, terdiri dari satu sekretaris (terdiri dari 3 Sub Bagian) dan empat Bidang, yaitu : Bidang Penguatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (3 seksi), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (2 seksi), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (3 seksi) dan, Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (2 seksi) serta Kelompok Jabatan Fungsional.
Pada tahun 2019 telah dilaksanakan perubahan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dengan type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, serta , Bidang Keluarga Berencana.

3.1.2 [bookmark: _Toc130842852][bookmark: _Toc136799066][bookmark: _Toc136867349][bookmark: _Toc137287994]Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Adapun tugas pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
c. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; 
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi DP3AKB terdiri dari : 
a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan, Evalusi dan Pelaporan.
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
2. Seksi Pengarusutan Gender.
d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
1. Seksi Perlindungan Perempuan;
2. Seksi Perlindungan Anak; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak.
e. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan:
1. Seksi Ketahanan Keluarga; dan
2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
[image: ]Secara rinci Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Sumber : Buku Profil DP3AKB, 2021

Gambar 3.1 
Struktur Organisasi




1.1.3 [bookmark: _Toc136799067][bookmark: _Toc136867350][bookmark: _Toc137287995]Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ialah bidang yang menangani kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan operasional urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak; 
b. Pengelolaan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak; 
c. Pengkoordinasian urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak anak; 
d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan hak Anak; 
e. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Menyusun rencana operasional, mendistribusikan tugas kepada bawahan, memberi petunjuk dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja; 
b. Memimpin Penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan; 
c. Memimpin Penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Anak; 
d. Memimpin Penyelenggaraan kegiatan Pemenuhan Hak Anak; 
e. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kerja sama/koordinasi dan pengembangan program dengan lembaga perlindungan perempuan, lembaga perlindungan anak, dan lembaga pemenuhan hak anak; 
f. Memimpin penyelenggaran kegiatan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; 
g. Memimpin penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat, ketenagakerjaan, serta tindak pidana perdagangan orang; 
h. Memimpin penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, sekolah dan di lingkungan masyarakat; 


i. Memimpin pelaksanaan pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemenuhan hak anak melalui puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, serta forum anak, dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 
j. Memimpin penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, koordinasi dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 
k. Memimpin penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Gerakan Masyarakat Perduli Terhadap Anak; 
l. Mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun Laporan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksnakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

3.1.3.1 Seksi Perlindungan Perempuan
1. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugasmerencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas mengawasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPerlindungan Perempuanmempunyai fungsi: 
a. Perencanaan kegiatan urusan perlindungan perempuan; 
b. Pelaksanaan urusan perlindungan perempuan; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan perempuan;
d. Pengawasan urusan perlindungan perempuan; 
e. Pelaporan urusan perlindungan perempuan. 
3. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
b. Membimbing Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Perlindungan Perempuan; 
c. Mengontrol pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan supervisi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; 
d. Mengontrol pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan terkait perlindungan perempuan; 
e. Mengontrol pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kelembagaan terkait perlindungan perempuan; 
f. Mengontrol pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan perempuan;
g. Mengontrol pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, masyarakat, dibidang ketenagakerjaan, dan tindak pidana perdagangan orang;
h. Mengontrol pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan lembaga layanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan rumah tangga dan masyarakat, ketenagakerjaan, serta tindak pidana perdagangan orang;
i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, serta tindak pidana perdagangan orang;
j. Mengontrol pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka sosialisasi dan advokasi perlindungan perempuan; 
k. Mengontrol pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam urusan Perlindungan Perempuan; 
l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja.

3.1.3.2 Seksi Perlindungan Anak 
1. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi dan melaporkan urusan Seksi Perlindungan Anak. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi: 
a. Perencanaan kegiatan urusan seksi perlindungan anak; 
b. Pelaksanaan urusan penguatan seksi perlindungan anak; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan seksi perlindungan anak; 
d. Pengawasan urusan perlindungan anak; 
e. Pelaporan urusan perlindungan anak. 
3. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
b. Membimbing penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis perlindungan anak; 
c. Mengontrol pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan supervisi penyelenggaraan perlindungan anak; 
d. Mengontrol pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan Gerakan Masyarakat Peduli terhadap Anak; 
e. Mengontrol pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kelembagaan masyarakat terkait perlindungan anak; 
f. Membimbing penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan anak; 
g. Mengontrol pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang penanganan kekerasan terhadap anak; 
h. Mengontrol pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan lembaga layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga dan masyarakat; 
i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga, di sekolah, lingkungan masyarakat, serta tindak pidana perdagangan orang; 
j. Mengontrol pelaksanaan penyusunan bahan pemberian dukungan dalam rangka sosialisasi dan advokasi perlindungan anak; 
k. Mengontrol pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam urusan perlindungan anak; 
l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja.






3.1.3.3 Seksi Pemenuhan Hak Anak 
1. Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pemenuhan hak anak. 
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kegiatan urusan pemenuhan hak anak; 
b. Pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak; 
c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pemenuhan hak anak; 
d. Pengawasan urusan pemenuhan hak anak; dan 
e. Pelaporan urusan pemenuhan hak anak.
3. Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
b. Membimbing penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pemenuhan Hak Anak; 
c. Mengontrol pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan supervisi penyelenggaraan pemenuhan hak anak; 
d. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagan terkait pemenuhan hak anak; 
e. Mengontrol pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas kegiatan pemenuhan hak anak; 
f. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi pelayanan pemenuhan hak Anak; 
g. Mengontrolkegiatan penyiapan penguatan dan pengembangan jejaring yang terkait dalam pemenuhan hakanak; 
h. Melaksanakan koordinasi, kerjasama, fasilitasi,pembinaan, pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 
i. Mengontrol pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan-bahan evaluasi kabupaten/kota layak anak;
j. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, forum anak, pesantren ramah anak dan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR); 
k. Mengontrol pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam urusan pemenuhan hak anak: 
l. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang sesuai denganprosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabiltas kinerja.


Adapun organisasi yang dibentuk oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu:
1. Dibentuknya Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA), yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. GEMPITA merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.
2. Dibentuknya Forum Anak Daerah yang anggotanya terdiri dari anak usia 12–18 tahun, baik dari kalangan sekolah maupun organisasi lainnya. Sedangkan Forum Anak di Majalengka mempunyai nama khusus yaitu Forum Anak Remaja Majalengka (FARA Majalengka)
3. Dibentuknya Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), MOTEKAR dibentuk oleh melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Operasional MOTEKAR saat ini berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jln. Ir. H. Djuanda No.19, Dago, Coblong, Kota Bandung.



1.1.4 [bookmark: _Toc130842853][bookmark: _Toc136799068][bookmark: _Toc136867351][bookmark: _Toc137287996]Visi dan Misi DP3AKB Kabupaten Majalengka

Visi yang dicanangkan merupakan suatu gambaran serta tujuan dan cita-cita yang akan dicapai oleh sebuah intasi pemerintah khusus nya bagi aparatur dinas DP3AKB Kabupaten majalengka dalam menjalankan fungsi serta tugasnya dan amanat dari pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Visi dari Dinas DPAKB diharapkan mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan arahan dan kesinergian program yang jelas, dan mampu menjadi sebuah pemersatu berbagai jajaran dalam organisasi. Visi DP3AKB Kabupaten Majalengka : “Mewujudkan Perempuan, Anak dan Akseptor KB Yang Terlindungi, Pengarustamaan Gender, dan Mendapatkan Jaminan Pelayanan (TERPUJI)”.
Untuk mewujudkan dan meralisasikan Visi Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka perlu adanya suatu langka dalam merealisasikan Visi tersebut agar mampu terlaksanakan serta dapat terselenggarakan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan, adapun Misi Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
2. Meningkatkan perlindungan perempuan
3. Meningkatkan kualitas keluarga
4. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak (PHA)
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak
6. Mengembangkan sistem data gender dan anak
7. Mengembangkan sistem informasi pengendalian penduduk
8. Meningkatkan kualitas layanan program keluarga berencana (KB)
9. Melaksanakan pembinaan keluarga sejahtera.
1.1.5 [bookmark: _Toc137287997]Sumber Daya
3.1.5.1 [bookmark: _Toc137287998]Sumberdaya Manusia 
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana memiliki sumberdaya manusia yang potensial dengan jumlah 2.901 yang terdiri dari PNS dan Non PNS orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan
	No
	Klasifikasi Jabatan
	Jumlah Pegawai
	Keterangan

	1
	Kepala Dinas
	1 orang 
	PNS

	2
	Sekretaris
	1 orang
	PNS

	3
	Kepala Bidang 
	4 orang
	PNS

	4
	Kepala Sub Bagian
	2 orang
	PNS

	
	Jabatan Fungsional Perencana 
	1 orang
	PNS

	5
	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
	4 orang 
	PNS

	
	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
	
4 orang
	
PNS

	6
	Arsiparis 
	-
	-

	7
	Fungsional Umum
	6 orang
	PNS

	Jumlah 
	23 orang

	8
	PLKB/PKB
	59 orang
	PNS

	Jumlah 
	59 orang

	9
	TPD
	234 orang
	NON PNS

	
	· P3K
	26 orang
	

	
	· TELADAN
	36 orang
	

	
	· KABUPATEN
	172 orang
	

	10
	Kader KB
	2.584 orang
	NON PNS

	
	· Koordinator Pos KB
	26 orang
	

	
	· Pos KB Desa
	343 orang
	

	
	· Sub Pos KB Desa
	2.215 orang
	

	11
	Operator SIGA PPPA
	1 orang
	NON PNS

	Jumlah 
	2.901 orang


Sumber : Buku Profil DP3AKB, 2021


Tabel 3.2 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pangkat/ Golongan
	Klasifikasi Pangkat
	Golongan
	Ruang
	Jumlah Pegawai

	GOLONGAN IV

	Pembina Utama
	IV
	E
	-

	Pembina Utama Madya
	IV
	D
	-

	Pembina Utama Muda
	IV
	C
	1 orang

	Pembina Tingkat I
	IV
	B
	-

	Pembina
	IV
	A
	4 orang

	GOLONGAN III

	Penata Tingkat I
	III
	D
	7 orang

	Penata
	III
	C
	3 orang

	Penata Muda Tingakat I
	III
	B
	2 orang

	Penata Muda 
	III
	A
	3 orang

	GOLONGAN II

	Pengatur Tingkat I
	II
	D
	1 orang

	Pengatur 
	II
	C
	1 orang

	Pengatur Muda Tingkat I
	II
	B
	1 orang

	Pengatur Muda
	II
	A
	-

	GOLONGAN I

	Juru Tingkat I
	I
	D
	-

	Juru
	I
	C
	-

	Juru Muda Tingkat I
	I
	B
	-

	Juru Muda
	I
	A
	-

	JUMLAH
	23 orang


Sumber : Buku Profil DP3AKB, 2021

Tabel 3.3 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
	No 
	Klasifikasi 
Jenis Kelamin
	Jumlah Pegawai
	Keterangan

	1
	Laki-laki
	10 orang
	-

	2
	Perempuan 
	13 orang
	-

	Jumlah 
	23 orang


Sumber : Buku Profil DP3AKB, 2021

Tabel 3.4 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Eselon 
	No 
	Klasifikasi Eselon
	Jumlah Pegawai
	Keterangan 

	1
	I.a
	-
	-

	2
	I.b
	-
	-

	3
	II.a
	-
	-

	4
	II.b
	1 orang
	-

	5
	III.a
	1 orang
	-

	6
	III.b
	4 orang
	-

	7
	IV.a
	2 orang
	-

	8
	IV.b
	-
	-

	9
	V.a
	-
	-

	Jumlah 
	8 orang


Sumber : Buku Profil DP3AKB, 2021


1.1.5.2 [bookmark: _Toc137287999]Sumberdaya Sarana Prasarana
Untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka memiliki sarana prasarana baik berupa gedung/Bangunan, kendaraan, maupun peralatan kantor lainnya: 
a. Gedung/Bangunan, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Ahmad Yani No 37 Majalengka yang terdiri dari 2 Bangunan kantor, 1 Bangunan Aula, dan 1 Bangunan Mushola ditambah 1 Bangunan Gudang Alkon dengan luas Bangunan terletak di Jl. Ahmad Kusumah No. 58 Majalengka. 
b. Kendaraan, Guna kelancaran mobilisasi dalam melaksanakan aktivitas operasional, kendaraan yang dimilik sebanyak 5 un it mobil dan 80 unit kendaraan Motor.

1.1.5.3 [bookmark: _Toc137288000]Sumber Kelembagaan
Sumberdaya kelembagaan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana yang ada di Kabupaten Majalengka sebagai mitra kerja baik organisasi/lembaga yang dibentuk peme rintah maupun masyarakat/profesi.




3.2 [bookmark: _Toc130842854][bookmark: _Toc136799069][bookmark: _Toc136867352][bookmark: _Toc137288001]Metode Penelitian
3.2.1 [bookmark: _Toc130842855][bookmark: _Toc136799070][bookmark: _Toc136867353][bookmark: _Toc137288002]Metode Penelitian yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh data penelitian yang jelas dan mendalam, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.
Sugiyono (2017: 9) mendefinisikan metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2.2 [bookmark: _Toc130842856][bookmark: _Toc136799071][bookmark: _Toc136867354][bookmark: _Toc137288003]Desain Penelitian
Desain penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah desain penelitian deskriptif ialah desain penelitian dengan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisnya berdasarkan suatu teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisis.


3.3 [bookmark: _Toc130842857][bookmark: _Toc136799072][bookmark: _Toc136867355][bookmark: _Toc137288004]Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 [bookmark: _Toc130842858][bookmark: _Toc136799073][bookmark: _Toc136867356][bookmark: _Toc137288005]Informan
Informan adalah orang yang memberikan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian. Informan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan sumber data utama. Data dari informan ini diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview).

3.3.2 [bookmark: _Toc130842859][bookmark: _Toc136799074][bookmark: _Toc136867357][bookmark: _Toc137288006]Tenik Pemilihan Informan
Peneliti menggunakan teknik purposif, dalam teknik ini peneliti sengaja memilih dan memastikan beberapa informasi yang memungkinkan penguasaan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti dengan fakta-fakta yang ada. Terdapat dua informan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Informan Kunci 
Informan yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti.
1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
b. Informan Pendukung
Informan-informan lain di luar informan kunci.
1. Pegawai Seksi Perlindungan Anak; dan
2. Pegawai Seksi Pemenuhan Hak Anak
3. Masyarakat 



3.3.3 [bookmark: _Toc130842860][bookmark: _Toc136799075][bookmark: _Toc136867358][bookmark: _Toc137288007]Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2017: 224) teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulkan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Teknik pengumpulan data menguraikan tentang jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber data yang sudah diolah yaitu dari literatur, arsip, dokumen, dan sebagainya. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu :
a. Studi Kepustakaan/Literatur
Yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis berupa buku-buku literatur, arsip, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya.
b. Studi Lapangan
Dapat dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :
1. Observasi 
Sugiyono (2017: 226) mendefinisikan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
2. Wawancara 
Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan bisa juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
3. Dokumentasi 
Adalah cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar (foto, sketsa dan lain sebagainya) atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4 [bookmark: _Toc130842861][bookmark: _Toc136799076][bookmark: _Toc136867359][bookmark: _Toc137288008]Operasional Konsep Penelitian
Operasional konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi dan kemudian masing-masing dimensi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa parameter. Konsep dan dimensi didasarkan pada suatu teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisis. Sedangkan parameter, apabila tidak terdapat dalam teori, maka peneliti dapat membuatnya sendiri berdasarkan teori tersebut. Operasional konsep penelitian pada penelitian saat ini yaitu sebagai berikut:




Tabel 3.5 
Operasional Konsep Penelitian
	
Konsep
	
Dimensi 
	
Parameter 

	





 Pengawasan (Siagian, 2017:115)
	

1. Pengawasan Langsung (Direct Control)
	

1. Inspeksi Langsung
2. Pengamatan Langsung
3. Melaporkan Langsung 


	
	


2. Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control)
	


1. Laporan Tertulis
2. Laporan Lisan


 
3.5 [bookmark: _Toc130842862][bookmark: _Toc136799077][bookmark: _Toc136867360][bookmark: _Toc137288009]Pengujian Keabsahan Data
Ada banyak teknik pengecekan keabsahan data, salah satunya ialah teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 
Pada hal triangulasi, Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa “the aim is not to determine the truth abaout some social phonemenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated“. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

3.6 [bookmark: _Toc130842863][bookmark: _Toc136799078][bookmark: _Toc136867361][bookmark: _Toc137288010]Teknik Analisis Data
Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa untuk memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:
1. Reduksi Data (Data reduction), mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.
2. Penyajian Data (Data Display), setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya ialah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification), tahap ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan ialah data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan atau maknanya.


3.7 [bookmark: _Toc130842864][bookmark: _Toc136799079][bookmark: _Toc136867362][bookmark: _Toc137288011]Jadwal Penelitian
[bookmark: _Hlk131542314]Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan dalam waktu lima bulan, mulai dari bulan Maret 2023 sampai bulan Juli 2023. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut: 
Tabel 3.6
Jadwal Penelitian
	

No
	

Kegiatan
	2023

	
	
	Maret 
	April 
	Mei 
	Juni 
	Juli

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	Tahap Persiapan

	1
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengamatan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan dan Bimbingan Proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Seminar Proposal 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tahap Pelaksanaan 

	1
	Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wawancara 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengolahan data 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Penyusunan dan Bimbingan Hasil Akhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tahap Akhir 

	1
	Seminar Hasil Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Revisi Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sidang Skripsi 
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